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. PJIEPACB . ' ^ ' 

This volume contains the 1945 and 1950 (provisiojfal) con- 
stitutions of the Republic of Indonesia, the 1945 constitution, 
f the country's fir^t, was drafted and prepared by the Preparatory 
CoBisiittee for Indonesia's Independence. It was replaced by the 
short-lived 1949 constitution when In^^esia became a federal 
state. In August 1950, when Indonesia again became a unitary 
state, a pew constitution was adopted. Howeve:^, on July 5, 1959 
when Indonesia abandoned the liberal form of government, the < 
1945 constitution was reinstated and has been in effect until 
today. 

The 19^0 constii:uti?^n, though no longer in effect, is prer- 
sented here for purposes of comparison and to enable students 
to cranprehend the course of Events in Indoxiesia's history. The 
1949 federal constitution is not given here because of its 
close similarity in format and contents to the 1950 constitution. 

This volume is used during the final weeks of the ihixd 
phase of -^e Indonesian Basic Course, primarll^^or comprehen- 
sion purposes. It is introduced and discussed Storing the first 
hour of the daily lesson cycle. ^ 

Inquiries concerning, this book, including requests for 
authorization to reproduce, should be addressed to the Director, 
Defense Language Institute, U.S. Naval Station, Anacostia 
Annex, Washington, D^C. 20390. ■ . , ■ 
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UNnAl«3-UNDANG DASAR TAHUN 1945 - v 
PEMBUKAAN 

Bahwa $esunggulinja kemerdekaa^ itji ialah hak segg^i^jC^' 
tJangsa dan dleh sebab itu, raaka pendjadjahan diata3;.d^i|a 
haxrus diliapuskan, karena tidak sesuai d'engan per^ ki!^**?r 
manusikan dan peri keadilan, ' 
_ . Dan perdjuangan pergerakan kemerdekaan Xndonest!ia t^lali 



sampailali kepada saat Jang becbaliagi^ dengan selana.t 
' sentausa mengantarkan rakjat^Indonesia kedepan pintti 
^ gerbang kemerdekaan Negara Indon^ia, Jang inerd^eka» ber- 
satu, berdaulati ad41 dan niakmur. ^ 

10 Atas bej^at rachmat Allali Jang malia kuasa dan dengan. 

■>.*''. , ■ ', ' ■ 

didorongkan olehvke'inginan luirur, supaja berkehidupan ' 
s. . 
kebangsaan Jang bebas, mal^au rakjat Indonesia menjatakan 

dengan ini ketnerdekaannja. 

Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Peme- 

■■ ■ » . . • 

15 rintab Negara Indonesia Jang melindungi segenap bangsa 

Indonesia dan selurub ttnopah darab Indonesia dan untuk 

- memadjukan kesedjabteraan umum, mentjexdaskan kebidupan . 

bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia Jang ber- 

. " ■ ■• . ■ . 

dasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, 
20 maka distisunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam 
r suatu Undang-itndang Oasar Negara Indonesia , Jang terbentuk 
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!dalam suatu susunVn Negara Republik Indonesia jai?g ^er- 
kedaulatan j:akiat 0engair berdasar kepada: Ketuhananl Jang 
Miha Bs|, Kemanusiatan Jajig adil dan beradab, persatiian 
_Indonesia,n, iJa« kerkkjatan jang*dii>ifipin oleh hikm^"t ke- 
bidjaksaiman dalate petrausjawar^tan/perwakilan, ser^ dengan 
mewudjudkan suatu k^adilan sosial^ bagi seluruli ral^jat 
Indonesia. 



, UNDANG-UNDANG HASAR - 

^ ■ ■ ■ " / 

BAB I " - 
(penttik dan Kedaulatan 

■ » * ■ * • 

' Pasal .1 

• . ^ " * . ' .■ • ' * 

(1) Negara Indonesia ialah Negara kesatuan, jang berbentuk * 

Republilc. . ^ 

(2) Kedaulatin adalah ditangan rakjat, dan diXakukan sepenuli 
nja o^.eh Mad jelis Pertausjawaratan Rakjat. 



. ^ Madjeiis Permus jawara*tan Rakjat 

P^sal 2 

(!)■ Madjeiis Permusjawaratan Rakjat terdiri atas anggauta- 
anggauta Dewan Perwakilan"Rak jat, ditambah dengan 
utusan-utiisan da^ri daerah-daerah. dan golongan-golongan, 
' inenurut aturan jttng ditetapkan dengan Undang-undang. 

(2) Madjeiis Permusjawaratan Rakjat bersidang sedikitnja 
sekali dilam lijna tahun di'ibu-kota Negara. 



(3) Segala putusan Mad jelis Perrausjawaratan Rakjat? ditetap- 
kan dengan suara jang terbanjak. 

Pasal 3 ' 

Mad jelis Perrausjawaratan Rakjat menetapkan Undang-.undang 
Dasar dan garis-garis besar dari pada haluan Negara. 

BAB III. * 

» • ■ 

Kekuasaan Pemerintah Negara 

Pasal 4 

(1) Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan 

- ■ • 

Pemerlntahah menurut Undang-^undang Dasar. 

(2) Dalam melakukan kewad jibannja Presiden dibantu oleh 
satu orang Wakil Presiden. 

Pasal 5 

(1) Presiden memegang kekuasaan menibentuk Undang-undang 
dengan persetudjuan Dewan Perwakilan Rakjat. 

(2) Presiden menetapkan Peraturan Pemerintalj untuk 
mendjalankan Undang-undang sebagaimana mestinja. 

r 



Pasal 6 ^ 




(1) Presiden ialah orang Indonesia asli. 



(2) Presiden dan Wakil" Presiden dip:^ih oleli Madjel-*/ 
Permusjawaratan Rakjat dengan suara jang terbanjak. 

• Pasal 7 



Presiden dan Wakil presiden memegang djabatannja 
selama masa lima tahun, dan sesudalinja dapat dipilih 
kembali. 

. Pasal 8, 

Djika Presiden mangkat, berhenti, atau tidak dapat 

T ^ * • 

melakxtkan kewad jibannja dalam masa djabatannja, ia diganti 
oleh VTakiX Presiden sanrpai habis waktunja. 

Pasal 9 

Sebeliim memangku djabatannja, Presiden dan Wakil 
Presidten bersumpah menunit agaaa, atau berdjandji dengan 
suM^K-sungguli dihadapan Madjelis Pennusjav?ara tan ^Rakjat 



tau Dewan Perwakilan Rakjat sebagai berikut: 

Sumpah Presiden (Wakil Presiden): . # 

„Deiiii AULah, saja bersumpah akan memenuhi 
kewadjii)ati Presiden Republik ImJonesia 
(Wakil Presiden Republik Indone^sia) dengan 
sebaik-baiknja dan seadil-adiXnja, memegang 
teguh Undang-undang Dasar dan mend jalankan 
segala Undang-undang cian Peraturan dengan ^ 
selurus-lurusnja serta berbakti kepada Nusa 
* dan Ba^gsa". ' - 

Djandji Presiden (Wakil Presiden): - 

„Saja berdjandji dengan sunggtih-susgguh akan 
memenahi kewadjiban Presiden Republik laJ one sia 
(Wakil Presitjen Republik Indonesia) dengan 
sebaik-baiknja dari seadil-adilnja, memegang 
teguh Undang-undang Dasar dan mend jalankan 
segala undang-updang dan peraturannja dengan 
selurus-lurusnja serta berbakti kepada Nusa 

. dan Bangsa". 



Pasal 10 
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Pxesiden jneraegang kektiasa^n jai^g tertiiiggi atas . 
Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara, ' ••' 

. , Pasal 11 ' \ ' ■ 

. Presiden dengan perse tudjuan Dewan Perwalcilan Rakjat 
menjatakari peraag, merabuat perdamaian dan perdjandjian 
dengan Negara lain. 

* ■ « * . 

. * , ' ' Pasal 12 * V . 

Presiden menjatakaa keadaan baliaja, Sjatat-sjarat 
^an akibatnja keadaan balbaja ditetapkan^dengan Undang- 
"undang. 

'■■ Pasal 13, ' ' 

(1) Presiden mfengangkat duta dan konsul. 



(2.) Presiden menerima duta Negara lain. 

Pasal 14 

( - ' ■ ■■ ■ ■ ■ ^ 



15 Presiden member i grasi, amnesti, abolisi dan 

rehabilitasi... ' ' • 
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Pasal 15» 

••" »'• ' 

: *^Preslden meraberi gelaran, tanda djasa dan Iain-lain 

-■ ^ . 

.tanda kehprmatan. 



J' 



. BAB IV 



' Dewan Pertimbangan Agung 

^ * Pasal 16 ^ . , 

(i^^||jisunan Dewan Pertimbangan Agung ditetaplcan dengan 
' MJnda'ng-undang. 

(2) Dewan ini berkewad jiban member i djawab atas pertanjaan 

Presiden dan berhak raeiaad jixkan usiH kepada Peinerintali. 

■ . ^ ■■ • ■ - ■ ''<'■.'. 

; jf ■ ■ • ■ ■ ■ ... 

• ^BAB- V ' ' ■ 

Kementerian Negara 

Pasa.l 17 

(1) Presiden dibantu pleh Menteri-Menteri Negara. 

(2) Menteri-iMenteri itu diangkat dan diperhentikan oleh 
' Presiden. . ; ^ 

(3) Menteri-Meriteri itli meraimp.in Departemen Peinerintahan. 



BAB. VI . • * 

C 

r 

Peraerintah DaeraJi ' : 

♦ 

Pasal 18 ' 

i ■ ■ ■ . , 

Pembagi^n Daerah Indonesia atas Daerah besar dan 

ketjil, dengan benttik susunan pejaerintahannja ditetapkan 

dengan Undang-undang, dengan memandang dan mengingati 

•dasar pemusjavraratan dalam sistim Pemerintahan Negara, 

dan hak-hak asal-usul dalatn Daerah-Daerah jang bersifat 

istimewa. 

ft 

BAB VII 
Dewan Perwakilan Rakjat 
Pasal 19 

(1) Siisunan Dewan Perwakilan Rakjat ditetapkan dengan 
■ Undang-undaag . 

t 

(2) Dewan Perwakilan Rakjat bersidatug sedikitnj^ sekali 
dalam setahun. . ' 
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Pa sal 20 • 

(1) , Tiap^tiap Undang-undang menghendaki * perse tudjuan Dewan 

Perwakilan Ralcjat,/ 

u >• ^ < ■ . • 

• I " \ 

(2) Djika sesuatu rantjangan Undang-undang- tidak mendapat 

persetudjuan Dewan Perwakilan Rakjat, naka rantjangan 
- tadi tidak boleh dimadjukan lagti dalaia persidangan 

Dewan Perwakilan Rakjat masa^atu. 

» * / 

Pas^l 21 ^ ~ 

(1) ^nggauta-^nggauta- Dewan Perwakilan Rakjat berhak 
♦ . meaadjukan rantjangan Undang-undang, 

(2) Djika rantjangan itu, meskipun disetudjui oleh Dewan 
Perwakilan Rakjat, tidak disjahkan oleh Presiden, naka 
rantjangan tadi tidak boleh dimadjukan lagi dalan 
persidangan Dewan. Perwakilan Rakjat itiasa itu. 

Pasal 22 

(1) Dalanr hal ihwal kegentingan jang memaksa, Presiden 
berhak menetapkan Peraturan PeraerintaJb. sebagai 
pei^ganti Undang-undang. 

(2) Perati^ran Pemerintalt^ itu barusAendapat persetudjuan 
Dewan PerwakilanT^kjat dalaar persidangan jang berikut. 



) Djiica tidak mendapat perse tud-juan, maka Peraturan 
Petaerintaii itu harus ditjabut. 

" BAB VIII ' 

Hal Keuangan 

Pasal 23 

'♦ ' . ' 

(1) Anggaran Pendapatan dan Belandja ditetapkan tiap-tiap 

tahun dengan Undang-undang. Apabila Dewan Perwakilan 

R^kjat tidak raenjetudjui anggaran jangf diusulkan 

P^merintah, maka Peraerintah mem3 jalankan anggaran tahun 

jang'lalu. 



■ • ^ ■' iff . 

(30 Segala pad jak untuk ^Iteperluan Negara berdasarkah 

Undang-undang. V ' 

(3) Mat jam dan barga ilialta uang -dite tapkan dengan Undang- 
undang. ' J ' 

(4) Hal keuangan Negara selandjutnja diatur dengan 

» * - * 

Undang-undang. 

/ 

(5) Untuk memeriksa tanggung djawab tentang keuangan 
Negara diadakan suatu Bada.n i>.eiireriksa Keuangan, 
Jang peraturannja dit^itapkan dengan Undang-undang. 
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Hasil pemeriksaan itu diberitahukan kepada Dewan 
Pexwakilan Rakjat^ 

BAB IX 
Kekuasaan Kehakiman 



Pa sal 24 



(1) Kekuasaan Kehakinan dilakukan oleh seijbuah MahkaSah 
Agung dan lain^lain Badan Kehakisan menurut Undang- 

* 

undang.* ^ 

(2) Susunan dan kekuasaan Badan-badan Kehakiraan itii diatur 
dengan Undang-undang . . ' 

Pksal 35 ' 

Sjarat-sjarat untuk mendjadi dan untuk diperhentikan 
sebagaii Hakim ditetapkan denjgan Undang-undang. 
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BAB X 
Warga Negara 

Pas^i ae 

(1) Jang mend ja<Ji Warga Negara ialali orang-orang bangsa 
Indonesia aseli dan orang-orang bangsa lain jang 
disjahkan dengan Un£]ang->undang sebagai Warga Negara. 

(2) Sjarat-sjiarat jang tnengenai kewargaan Negara 
ditetapkaln dengan I/ndang-undang. 

>; ' : . ■ • 

I Pasal 27 

.1 •• ; - . 

(1) SegaXa Wajrga Negara bersamaan kedudiAannja |[idalain 

, . ■ * ■ . 

Hnlnm dan Peoeritttahan dan wad jib mend jund jung Hukun 

% ■ • . ^. 

( • * * 

."dan Pemerintalian itu dengan tidak ada ketjualinja. 

(2) Tiap-tiap Warga Negara berhak atas pekerd jaan dan 
penghidupan jang la jak bagi kemanusiaan. 

♦ ' ' Pasal 28 

Kemerdekaan berSerikat dan berkumpul, mengeluarkan 
pikiran dengan lisan dan tuiisan dan sebagainja 
ditetapkan dengan Undang-undang. , 



BAB XI' 
Agama 
Pa sal 29 

» ■ 

(1) NBOARA berdasax atas KETTOVJIAN JAI« MAHA BSA. 

(2) " NBGIAKA mendjamin kemerdekaan tiap-tiap pendttdiOc untuk 

sesieluk agamanja masing-aasing daa untuk /beriba.dat 
memixut agaMatoja dan kepertjajaannja ituV 

BAB XII 
Pertahanan Kegax& « 

Pasal 30 ^ . 

(1) Tiap^tiap ^arga Kegara beiftak dan wad jib ikut scrta 

daXaa usalia peabelaan Negara. 

♦ 

(2) Sjarat-*sUarat tentang peabelaan diatur dengan 
Undang-undang . 



; BAB XIII / 
Pendidikan, ' 
Pasal 31 

(1) Tiap-tiap Warga Negara berhak aiendapat pengadjaran. 

5 (2> Pemerintah sengusahakan dan menjeflenggai:ak4ii satu 
.sistim pengadjaran nasional, jang diatur dengan 
Ualang-uiidax^. , 

Pasal 32 

/Pemerintah memad jtikan kebudajaan nasional Indonesia. 

10 , • BAB XIV 

• ' Kesed jahteraan Sosial \ 

PaSal 33 

^ <1) PerekonoBiian disusun sebagai usaha bersaaa berdasar 
atas azas kekelttargaan. 

15 (2) Tjabang-tjabang prodtiksi Jang pejnting bagl Negara dan 
jang menguasai badjat hidup orang banjdk dikuasai 
oleh. Negara. . 



ERIC 



32 



16* 



(3) Bumi dan air dan kekajaan alam jang terkandung 
""didalamnja dikuasai oleh Negara dan dipergunakan 



untuk sebesar-besar kemakmuran rakjat. 



Pasal 34 

Fakir miskin dan"anak-anak jang texlantar dipeliha 

I- 

oleh Negara. 



BAB XV • , 

,1 

Bendera dan Bahasa 
Pasal 35 

(1) Bendera Negaifa Indonesia ialah SANS MERAH PUTIH. 

PasftX 36 

Bahasa ^egara ialali BAHASA INDONBj&JA* 
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BAB XVI 
Perubaiian UiKJang-undang Dasfar 
Pasal 37 

(1) Untufc mengubaJi Undang-updang Dasar . sekurang-kurangnja 
2/3 dari pada djtunlah ariggaiita MadjeXis Permusjawaratan 
Ralcjat harus hadlir. 

(2) Putusan diambil dengan'^persetud juan sekurang-l^urangnja 
2/3^dari pada djimlah anggauta Jang hadlir. 

' ATUKAN PBRALIHAN 

PasaX X 

* ... V 

Panitya Persiapan Kemerdekaan Indonesia meiigatur dan 
oienjeXenggarakan kepindahan Penierintahan kepada Pemerintah 
Indonesia. - 

PasaX 2 

4 

SegaXa Badan Negara dan Peraturan jang ada masih 
Xangsung berlaku, seXama beXtim diadakan Jang baru menurut 
Undang-undang Dasar ini. 

23 
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Pasal 3 

Unttik pertama kali Presiden dan Wakil Presiden 
dipilili oleh Panitya Persiapan Kemerdelcraan Indotiesia. 

• Pasal 4 

5 Sebelua Madjelis Pejcmusjawaratan RaJtjat, Dewan 

Perwakilan Rakjat dan Dewan PertiKbangitn Afviig dibentuk 
memtrut Undang^undang Dasar ini, segala kelntasaannja 

V ■ 

didjalankan oleh Presiden dengan bantuan sebuali Komite- 
Nasiona,!. y . 

10 \ ATUTRAN TAMBAHAN 

(1) Dalam enaai bulan sesudah achlcnja peper&iigaii Asia 
Timur Raja, Presiden Indonesia mengatux dan 
' menjelex^garakan segala hal jang ditetapkan dalaa 
Undang-undang Dasar ini. 

» ■ ' 

15 (2) Dalast enam bulan sesudah Ma'd Jells Persusjawaratan 
Rakjat dibentuk, Madjelis itu bersidang untuk 
menetapkan Undang-undang Dasar. 
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PIAGAM DJAKARTA 

Bahwa sesunggulinja kem^rdekaan itu jalah hak segala 
bangsa, dan oleh sebatj ijtu maka pend jad jalian diatas djunia 
harus diliapuskan, karena tidak sesitai dengan peri- 
kemanusiaan dan perii-keadilan. 

«* . . . 

Dan pexdjuangat? pergerakan Kemerdekaan Indonesia telah 
sampailah fcepada saat Jang tjerbahagia dengan selamat 
sentausa meagantatkan Rakjat Indonesia kedepan pintu- 
gerbang l*{egara Indonesia, jang merdeka, bersatu, berdaulat, 
-adil dai^ makmur. 

Atas berkat Rabinat Allah Jang Maha Kuasa, dan deogan 
didorongkan oljeh. keinginan-luhur, supaja berkehidupan 
kebangsaan jang bebas, maka Rakjat Indonesia dengan ini 
menjat|j|||^n kemerdekaannja. 

Keniud^^i3~4^^i pada itu untuk merabentuk suatu 
Pemerintali Negaxa Indonesia jang melindungi segenap Bangsa 
Indonesia daii seluruh tumpab-darah Indonesia, dan untuk 
memadjukan kesed jahteraan umum,^ mentjerdaskan kehidupan 
Qangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia jang ber- 
dasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, 
maka disusunlab kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam 
suatu Hukvm Pasar Negara Indonesia, jang terb en tuk dalam 

■ ' ■ ■ 25 ■ ' ■ 
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3uatu susunan neigara Republik Indonesia Jang berke- 
daulatan Rakjat, dengan berdasar kepada: keXuhanan, dengan 
kewadjiban mend jalankan sjari'at Islaa bagi peaclukr 
pemeluknja, memiruK^dasar kemcinusiaan jang adil dan beradab, 

persatuan Indonesia dan kerakjatan jang dipinpin oleh 

> • i- ■ 

hikmat-kebidjaksanaan dalam pemusjawaratan pexvrakilan, 
serta dengan tnewtid judkan suatu keadilan sosial bagi selumli' 
^Rakjat Indoneisia. 

Djakarta, 22-6-2605. . 
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UNDANG-UNDANG No. 7/1950 

Lembaran Negara No. 56/1950 

PRBSIDBN RBPUBLIK INDONESIA SBRDCAT 

Menimbang; 

baiiwa fiakjat daerah-(^aerah bagian diseluruli Indonesia 
raenghendaki bentuk susunan Negara riepublik-kesatuan; 

bahwa kedaulatan adalah ditangan Rakjat'; 

^ - ■ 

bahwa Negafa jang berbentuk republik-kesatuan ini se- 

sungguhnja tidak lain dari pada Negara Indonesia jang 

kemerdekaannja oieh Rakjat diproklamirkan pada hari 

17 Agustus 1945, jang semula berbentuk republik-kesatuan 

dan kemudian raendjadi republik-f ederasi; 

bahwa untuk laelaksanakan kehendak rakjat akan bentuk 

-republik-kesatuan itu daerah-daerah bagian Negara Indonesia 

Timur dan Negara Suraatera Tiniur telah menguasakan Peme- 

rintah Republik Indonesia Serikat sepenuhnja untuk ber-' 

inusjawarat dengan Penierintah daerah bagian Negara Republik 

Indonesia; . 

bahwa kini telah tertjapai kata sepakat antara kedua 
fihak dalam permusjawaratan itu^ sehingga unti& memenuhi 
. kehendak Rakjat tibalah waktunja untuk mengubah Konstitusi^ 
Sementara Republik Iiidonesia Serikat menurut kata sepakat 
Jang telaii . tertjapai itu mend jadi Undang-undang Dasar 
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Sementara Negara jang berbentuk republik-kesatuan dengan 
-nana Republik Indonesia ; ~ ~ 

Mengingat: 

pasal 190, pasal 127 bab a dan pasal 191 ajat 2 Konstitusi; 
Mengingat pula: 

Piagam Perse tudjuan Pemerintali Republik Indonesia 
Serikat dan Pemerintah Republik Indonesia tanggal 19 Mei 
1950; ' 

Detigan perse tudjuan Dewan Perwakilan Rakjat dan Senaf^ 

Memutuskan: 
. Menet^pkan: 

Undang-undang tentang perubahan Konstitusi Sementara 
■Republik Indonesia Serikat mendjadi Undang-undang Dasar 
Sementara Republik Indonesia. 

I 

PASIAL . I 

Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat diubah 
ipendjadi Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia, 
sehingga nastkahnja berbunji sebagai berikut; 

MUKADDIMAH 

BabMa sesungguhnja kemerdekaan itu ialah hak segala 
bangsa oleh sebab itu, maka pendjadjahan diatas dunia harus 
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dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan 

perT-keadilan. ' ^ ■ ■ - - - - 

Dan perdjoangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah 
sampailah kepada saat jang berbahagia dengan selamat 
sentausa raengantarkan Rakjat Indonesia kedepan pintu gerbang 
kemerdekaan Negara Indonesia, jang merdeka, bersatu, 
berdaulat, adil dan makmur. 

Dengan berkat dan rahmat Tuha-n tert japailah tingkatan 
__.^edjaxah jaiSg„berbahagia dan luhur. 

Maka deini ini kami raenjusun kemerdekaan kami itu dalam 
suatu piagam Negara jang berbentuk republik-kesatuan, 
berdasarkan pengakuan ke-Tuhanan Jang Maha Esa, peri- 
. kenanuaiaan, kebangsaan, kerakjatan dan keadiXan sosial ^^ 
untuk' mewud judkan kebahagiaan, kesed jahteraan, perdamaian 
dan kemerdekaan dalam masjarakat dan Negara-hukuo^ Indonesia 
Merdeka jang berdaulat sempurna. 




BAB I 

NBGARA RBPUBLk IKDONBSIA 

Bagian I ■ 
BBNTUK NBGARA DAN KBDAHLATAN 
Pasai 1 V 

1. Republik Indonesia Jang nerdeka dan berdaulat ialah 
stiatu negaxa-hukum jang demokxatis dan berbentuk 
kesatuan. 

2, Kedaulatan Republii Indonesia adalah ditangan Rakjat 
dan dilaktikan oleh Pemerintah bersaaaosaaa dengan Dewan 
Pervrakilan Rakjat. 

Bagian II 
DABRAH NBGARA 

Pasal 2 ^ . 

■) 

Republik Indonesia meliputi selurtih daex:ah; Indonesia. 



/ 



Bagian III 
LAMBANG DAN RAHASA NBGARA 
Pasal 3 

1. Bendera kebangsaan Republik Indonesia ialah bendera 
Sang Me rah Putih. 
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2. Lagu kebangsaan ialah lagu* ^Indonesia Raja". * 

3. Metesai dan Xambang Negaria. ditetapkan oleh Pemerintah. 

.2 

Pasal 4 

Bahasa resmi Negara Republik Indonesia ialah Bahasa 
Indonesia. * . 

Bagian IV 
KBWARGA-NEGARAAN DAN PENDUDUK NBGARA 

Pasal 5 

1. Kewarga-negaraan Republik Indonesia diatur oleh undang- 
undang. 

2. Pewarga-negaraan (naturalisasl) dilakukan oleh atau 
dengan ktJasa undang-undang . 

Undang-undang mengatur akibat-akibat kewarga- 
negaraan terhadap isteri orang jang telah divrarga- 
negarakan dan anak-anaknja jang belum dewasa. 

Pasal 6 

« 

Pendiiduk Negara ialah mereka jang diam di Indonesia 
menurut aturan-aturan jang ditetapkan dengan undang-undang 



t 

1^ . 
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Bagian V 
HAK-HAE DAN KBBBBASAN-KBBBBASAN 

Pasal 7 

5 1. Setiap oxapg dialnii sebagai aiamisiji. pribadi terliadap 
uodang-undaog. ; ^ 

2. Sekalian orang berhak nenuntut perlakuan dan 

perlinducgan Jang sama oleh uiidan|gf<-undaQg. 

3. Sekalian orang berhak menuntut perlindungan Jang saxa 
10 terhadap tiap-tiap pembelakangaa dan terhadap tiap-tiap 

penghasutaii untuk melakukan pembelakaQgan denikian. 

4. Setiap orang berhak mendapat bantuan-hukuiB jang spngguh 
darl hakjjn-hakjjB jang ditentukan untnk itu, aelawan 
perbuatan-perbuatan jang berlawanan dengan hak-hak dasar 

15 jang diperkenankan kepadanja aenurut huktaa. 

«0 Pasal 8 

Sekalian orang jang ada didaexah Negara Sava berhak 
' menuntut perlindungan untuk diri dan harta-bendanja. 
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Pa sal 9 

1 . Se tiap oa^ng berlmk den^ bergerak dan ting^^ 
dalam" perbatasan Negara. 

2. Setiap orang irerhak' raeninggalkan negeri dan - djika ia 
warganegara atau penduduk - kembali kesitu,. 

Pasal 10 

Tiada seorangpun boleh diperbudak, <3(kpertilur atau 
diperhamba. 

Perbudakan, perdagangan budak dan perhambaan dan 
segala perbuatan bferupa apapun jang tudjuannja kepada itu 
dilarang. ' 

« 

Pasal 11 

Tiada seorang djuapun akan disiksa ataupun diper- 
lakukan atau dibukum set jara ganas, tidak mengenal peri- 
kemanusiaan atau menghina. 

Pasal 12 

Tiada seorang djuapun boleh ditangkap atau ditahan, 
selain atas perintah untuk itu oleh kekuasaan jang sah 
menurut aturan-aturan undang-undang dalam hal-hal dan 
menurut tj^ra Jartg diterangkan dalamnja. 



Pa sal 13 

Se tia p orang berhak, dalam persamaan jang sepenuhnja, 
mexKJapat perlaku^n d jud jur dalam perkaranja oleh hakim 
jang tak memihak dalam hal menetapkan liak-hak dan 
kewad jiban-kewad jibannja daa dalam hal menetapkan apakah. 
sua tu tuntu tan huktxman jang dimadjukan terhadapnja 
beralasan atau tidak. 

Bertentangan dengan kemauannja tiada seorang djuapun 
dapat dipisahkan dari pada hakim, jang diberikan 
kepadanja oleh aturan-attiran hukum jangf berlaku. 

Pa sal* 14 

Setiap orang jang di tuntu t karena disangka melakukan 
sesuatu peristiwa pidana berhak dlanggap tak bers!alahj 
sampai dibuktikan kesalahannja dalam £Rtatu sidang 
pengadilan menurut aturan-atuxan hukiaa jang berlaku, 
dan ia dalam sidang itu diberikan segal,a djaminan jang 
telah ditentukan dan jang perlu untuk pembelaan. 

tiada seorang djuapun boleh dituntut untuk dihukum atau 
didjatuhi hukuman, ketjuali karena suatu aturan hukum 

■f 

jang sudah ada dan berlaku terhadapnja. 



\ 
] 

\ 

I 

I 

I 

■ ■ ■ . ■ i 

3. Apabila ada perubalian dalajn atttran hukmn seperti 

tersebut dalam ajat diatas, maka dipakaitah ketentuan 
jang lebih baik bagi sitersangka. 



Pa^al 15 



1. Tiada suatu pelanggaran atau kedjahatanpun boleh 
diantjamkan hukmnan berupa rarapasan seittua barang 
kepunjg.an jang bersalah. 



2. Tidak suatu hukumanpun raengakiba'tkan kematian perdata 
atau kehilangan segala hak-hak kewargaan. 



Pa sal 16 



1. Tempat kediamaxysiapapun tidak boleh diganggu-gugat. 

2. Mengindjak suatu pekarangan tempat kediaman atau 
raemasuki siiatu rumah bertentaogan dengan kehendak orang 
Jang mendiaminja, hanja dibolehkan dalam hal-hal jang 
ditetapkan dalam suatu aturan hukum jang berlaku 
baginja. 

\. 

Pa sal 17 

* 

Kemerdekaan dan rabasia dalam perhubungan surat- 
menjurat tidak boleb diganggu-gugat, selainnja dari atas 
perintah hakim atau kekuasaan lain jang telah disahkan 

3ti ft- 



untuk itu menurut peraturan-peraturan uodang-undang dalam 
hal-hal jang diterangkan dalam peraturan itu. 



Pa sal -1 a 



Setiap orang berhak 'atas^ kebebasan agama, keinsjafan 
5 batin dan piklran. 

' Pasal 19 . - 

Setiap orang berhak atas kebebasan mempunjai dan 
mengeluarkan pendapat. 

Pasal 20 

r 

10 Hak penduduk atas kebebasan berkimpul dan berapat 

diakui dan diatur dengan undang-undang. 

Pasal 21 

1- Sekalian orang baik sendiri-sendiri mauptin bersama-sama 
bexhak dengan bebas memadjukan pengaduan kepada 
15 penguasa, baik dengan lisan ataupun dengan tulisan. 

2. Sekalian orang baik sendiri-sendiri maupun bersama-saiia 
berhak memadjukan permohonan kepada penguasa. 
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Pasal 23 

1. Setiap warga-negara berhak turut-serta dalara peine r in tahan 
dengan langsu ng atau dengan perant^raan wakil-wakil jang 

dipilih dengan "bebas menurut tjara jang ditentukan oleh 
5 undang-undang. 

2. Setiap warga-negara dapat diangkat dalam tiap-tiap 

djabatan penrerintali. Orang asing boleh diangkat dalam 

d jabatan-d jabatan pemerintah menurut aturan-aturan jang 

ditetapkan oleh undang-undang* . ' 

.» * ' * 

10 Pasal 24 ' 

Setiap warga-negara bethak dan berkewad jiban turut- 
serta dengan sunggulx dalam pertahanan Negara. 

Pasal 25 

1- Penguasa tidak akan mengikatkan keuntungan atau kerugian 
15 kepada termasuknja warga-negara dalam sesuatu golongan 

rakjat. 

2. Perbedaah dalam kebutuhan masjarakat dan kebutuhan huktan 
golongan rakjat akan diperhatikan. 
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Pasal 26 

Setiap orang berhak mempunjai milik, balk sendiri maupun 
bersama-sama dengan ora ng l ain. 

n 

Seorangpun tidak boleh dirampas milik:nja dengan senena- 

« 

toena. ■ . 

Hak railik itu adalali snatu funksi sosial. 

Pasal 27 

Pent jabu tan hak milik unttik kepentingan uiauai atas 
sesuatu benda atau hak tidak dibolehkan, ketjuali* dengan 
mengganti kerugian dan menurut atuxaaf-aturan undang- 
undang. 

Apabila sesuatu benda harus dibinasakan untuk 
kepentingan umum, ataupun, baik untuk seiana-lananja 
maupun untuk beberapa lama, harus dixusakka'n sampai tak 
terpakai lagi, oleh kekuasaan umum, maka hal itu 
dilakukan dengan mengganti kerugian dan menurut aturan- 
aturan undang- undang, ketjuali djika ditentukan jang 
sebaliknja oleh aturan-aturan itu. 
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Pa sal 28 

1. Setiap warga-negara , sesuai dengan ketjakapannja , berhak 
atas pekerdjaan, jang lajak bagi kemanusiaan. 



Setiap orang berhak dengan bebas merailih pekerdjaan dan 
5 > berhak pula atas sjarat-sjarat perburuhan jang adil. 

3. ^tiap orang jang mel^kukan pekerdjaan jang sama dalam 
hal-hal jaiig sama, berhak atas pengupahan jang saroa dan 
a^fcas perd jand jian-perd jand jian pekerdjaan jang sama 
baiknja. 

10 4^. Setiap orang jang inelakukan pekerdjaan, berhak atas 
pengupahan adil jang raend jamin kehidupamija bersama 
dengan^keluarganja, sepadan dengan martabat manusia. 

Pasal 29 ' ^ 

Setiap orang berhak qjendirikan serikat-sekerd ja dan 
15 masuk kedalamnja untuk raemperlindungi dan meraperd joangkan 
kepentingannja . 

Pasal 30 

1. Tiap-tiap warga-negara berhak mendapat pengadjaran. 

2. Memilih pengadjaran jang akan diikuti, adalah bebas. 
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3. Mengadjar adalah bebas, deIlga^^ tidak mengurangi 

pengaW3.san peaguasa jang dilakukan terhadap itu menurut 
peraturan undang-undang. 1 . ^ 

Pasal ^1 

» 

I., 

Kebebasan melakukan pekerdjaan sosial dan amal, 
raendirikan organisasi-organisasi untuk'itu, dan djuga untuk 
pengad jaran partikelir, dan mentjari dan meinpunjai harta 

untuk maksud-maksud itu, diakui, dengan tidak mengurangi 

* ■ 

pengawasan penguasa Jang di^lakukan terhadap itu menurut 
peratuxran undang-undang. 

- Pasal 32 

Setiap orang jang ada didaerah Negara harits patuli 
kepada undang-undang termasuk aturan-aturan hukun jang tak' 
tertulis, dan kepada penguasa- penguasa. 

Pasal 33 

ft 

Melakukan hak-hak dan kebebasan-kebebasan jang 
diterangkan dalam bagian ini hanja dapat dibatasi dengan 
peraturan- peraturan undang-undang semata-mata untuk 
mend jamin pengakuan dan penghormatan^ jang tak boleh tiada 
terhadap hak-hak serta kebebasan-kebebasan orang lain, dan 
untuk memenuhi §jarat-sjara t jang adil untuk ke tenteraman. 



.. . f 

kesusilaan dan kesed jahteraan dalam suatu masjarakat jang 
demokratis. 

Pasal 34 

Tiada suatu ketentuanpun dalam bagian ini boleh 
5 ditafsirkan dengan pengertian, sehingga sesuatu penguasa^ 
golongan atau orang dapat raeraetik hak dari padanja untuk 
mengusahakan sesuatu apa atau melakukan perbuatan berupa 
apapun jang berra^sud menghapuskan sesuatu hak atau 
kebebasan jang diterangkan dalaranja. 

10 Bagian VI 

AZAS-AZAS DASAR 
Pasal 35 

Kemauan Rakjat adalah dasar kekuasaan penguasa; 
kemauan itu dinjatakan dalam pemililian berkala jang djudjur 
15 dan jang dilakttkail^m.enurut hak-pilili jang bersifat umum dan 
berkesamaan, serta dengan pemungutan suara jang rahasia 
ataupun menurut tjara jang djuga mendjamin kebebasan 
mengeluarkan suara. 

» 

Pasal 36 

20 Penguasa raemadjukan kepastian dan djarainan sosial, 

X 

teristimewa pemastian dan pendjaminan sjarat-sjarat 



perburuhan dan keadaan-keadaan perburuhan Jang baik, 
pentjegahan dan pemberantasan pengangguran serta 
penjelenggaratan persediaan untuk hari-tua dan pemeliharaan 
d janda-d janda dan anak- jatim-piatu^ 

.» 

Pasal 37 

1. Penguaisa terus-menerus menjelenggarakan usaha untuk - 
meuinggikan kemakmuran rakjat dan berke*ad jiban 
senantiasa mendjamin bagi setiap orang deradjat hidup 
Jang sesuai dengan martabat maxmsia. untuk dirinja serta 
keluarganja. 

2. Dengan tidak mengurangi pembatasan jang ditentukan untuk 
kepenti^an tuiium dengan peraturan-peiraturan undang- 
undang, maka kepada sekalian orang dlberikan kesempatan 
menuj^t sifat, bakat dan ketjakapah maslng-masing untuk 
turut- serta dalam perkembangan sumber-staiber kemakMuran 
negeri. 

3. Penguasa mentjegah adanja organisasi-organisasi Jang 
bersifat monopoli partikelir jang merugikan ekonomi 
nasional menurut pera turan-peraturan jang ditetapkan 
dengan undang-undang. 




Pasal 38 

Perekonoraian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas 
azas kekeXuargaan. 

Tjabang- tjabang produksi jang penting bagi Negara dan ' 
Jang menguasai had jat hidup orang banjak dikuasai oleh 
Negara. 

Bumi dan air dan kekajaan alam jang terkandung didalam- 
nja. dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar- 
besar kemakmuran rakjat. 

Pasal 39 

Keltiarga berhak atas perlindungan oXeh. masjarakat dan 
Negara. 

Fakir-misJcin dan anak-anak jang terlantar dipelihara 
oleh Negara. 

Pasal 40 

Penguasa melindungi kebebasan mengusahakan kebudajaan 
serta kesenian dan ilrau pengetahuan. Dengan 
mend jund jung azas ini maka "penguasa meiaadjukan sekuat 
tenaganja perkerabangan kebangsaan dalain kebudajaan serta 
kesenian dan ilmu pengetahuan. 

44 
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Pasal 41 

Penguasa wad jib memadjukan pexkembangan^rak jat baik 
rohani maupun djasnani. 

Peoguasa teristimewa berusaha selekas-lekasnja' 
menghapuskan buta-tiuruf . 

Penguasa memenulii kebuttihan akan pengadjaran tmxm Jasy - 
dibexikan atas dasar memperdalam keinsja'fan kebangsaan, 
meittpererat persatuan Indonesia , mestbcngun dan aewper- 
dalam perasaan peri-kenanusiaan, kesAbaran dan 
penghoxBtatah Jang sama texbadap kejakinan agana setiap 
oxang desgan sembexikan kesenpatan dalaa djas peladjaraji 
untuk nengadjaxkan peladjaxan agaaa sesuai dei^an 
keingimn^jang-tua muxid-muxid. 

Texbadap pengadjaran rend ah, «aka penguasa berusaba 
raelaksanakan dengan lekas kewadjibau beladjax Jang UHia. 

Muxld-nitirid sekolab partikulix jang meaeimlti sjaxat- 
sjaxat kebaikan-kebaikan raenurut undang-undang bagi 
pengadjaxan innum, sama baknja dengan hak auxid-Muxid 
sekolab maum. 



Pasal 42 

Peuguasa senantiasa berusaha dengan sungguh- sungguh 
memadjiikan kebersihan umuin dan kesehatan rakjat. 

Pasal 43 

1. .Negara berdasar atas ke-Tuhanan jang Maha Esa. 

2. Negara raendjarain kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk 
memeluk agamanja masing-masing dan untuk beribadat 
menurut agamanja dan keperta jaannja itu. 

3. Penguasa memberi perlindungan jang sama kepada segala 
perkumpulan dan persekutuan agama jang diakui. 
Pemberian sokongan berupa apapun oleh. penguasa kepada 
pend jabat-pend jabat agama dan persekutuan- persekutuan 
atau perkumpulan- perkurapuian agama dilajcukan atas dasar 
sama hak. 

4- Penguasa mengawasi supaja segala persekutuan dan 
perkumpulan agama patuh-taat kepada undang-undang, 
termasuk aturan-a turan hukum jang tak tertulis. 
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BAB il 

ALAT-ALAT PERLBNGKAPAN NEGARA 
Ketentuan Umum 
Pa sal 44 

Alat-alat perlengkapan Negara' ialah: 

Presiden dan Wakil-Presiden; 

Menteri-menteri ; 

Dewan Peiwakiian Rakjat; 

Mahkamah. Agung ; 

Devran Pei^gawas Keuangan. 

Bagian I 
PBMBRIKTAH 
Pasal 45 

Presided ialah Kepala Negara. 

Dalam melakukan kewad jibannja Presiden dibantu oleh 
seorang Wakii-Pre^idep. 

Presiden dan Wakil-Presiden dipiliJti menurtit aturan jang 
ditetapkan dengan undang-undang . 

Untuk pertama kali Wakil-Presiden diangkat oleh Presiden 
dari andjuran jang dimadjukan oleh Dewan Perwakilan 
Rakjat. 

43 47 



5. Presiden dan Wakil-Presiden harus warga negara 

Indonesia jang telah berusia 30 tahun dan tidak boleh 
orang jang tidak diperkenankan serta dalam atau . 
mendjalankan hak-pilih ataupun orang jang telah ditjabut 
haknja untiik dipilih. 

Pasal 46 

1. Presiden dan Wakil-Presiden berkedudukan diteinpat 
kedudukan Pemerintah. 

# - 

2, Pemerintah berkedudukan di Djakarta, ketjuali djika 
dalam hal darurat Pemerintah menentukan tempat jang 
lain. 

Pasal 47 

Presiden dan Wakil-Presiden sebelum memangku djabatan, 
mengangkat sumpali (menjatakan keterangan) menurut tjara 
agamanja dihadapan Dewan Perwakilan Rakjat, sebagai 
berikut: 

,,Saja bersumpah (menerangkan) baliwa saja, untuk 
dipilih mendjadi Presiden (Wakil-Presiden) Republik 
Indonesia langsung ataupun tak langsung, deiigan nana atau 
dengan dalih apapun, tiada memberikan atau jnend jand jikan 
ataupun akan memberikan sesuatu kepada siapapun d juga. 

44 



Saja bexsumpah (berdjandji) bahwa saja untuk 
melakukan atau tidak meLakukan sesuatu dalam djabatan ini, 
tiada sekali-kali akan menerima-dari siapapun djuga, 
langsung ataupun tak langsung sesuatu djand ji atau ? 
peraberian. 

Saja bersimpah (berdjandji) bahwa saja dengan sekuat 
tenaga akan meraadjukan kbsed jahteraan Republik Indonesia 
dan bahwa saja akan melindungi dan raerapertaliankan 
kebebasan-kebebasan dan hak-hak xmvm dan chusu!^ sekalian 

» * 

penghuni Negara, 

Saja bersinnpah (berdjandji) setia kepada Undang-undang 
Dasar dan lagi bahwa saja akan merael'ihara segala peraturari 
jang berlaku bagi Republik Iixlonesia, bahwa saja akan setia 
kepada Nusa dan Bangsa dan bahwa saja dengan setia akan 
feiemenuhi segala kewadjiban jang ditanggungkan kepada saja 
oleh djabatan Kepala Negara (Wakil-Kepala Negara) Republik 
Indonesia, sebagai sepantasnja bagi Kepala Negara (Wakil- 
Kepala Negara) jang baik". 

Pasal 48 

Djika Presiden raangkat, berhenti atau tidak dapat 
raelakukan kewadjibannja dalam masa djabatannja, ia diganti 
oleh Wakil-Presiden sampai habis waktunja. 



Pa sal 49 

4 

Jang dapat diangkat mendjadi Menteri jalah warganegara 
Indonesia Jang telah berusia 25 tahun dan jang bukan orang 
Jang- tidak diperkenankan serta dalam atau raendjalankan hak- 
pilih ataupun orang. jang telah ditjabut haknja untuH 
dipililx. 

^ Pasal 5d . . 

Presiden membentuk Kementerian-kementerian. 

it 

Pasal 51 • 

1. Presiden menundjuk seorang atau beberapa orang pembentuk 
Kabinet. 

2. Sesuai dengan andjuran pembentuk Kabinet itu, Presiden 
raenganjgkat seorang dari padanja mendjadi Perdana Menteri 
dan mengangkat Menteri-menteri jang lain. 

3. Sesuai dengan andjuran pembentuk itu djuga Presiden 
menetapkan siapa-siapa dari Menteri-menteri itu 
diwadjibkan memimpin Kementerian masing-inasing . 

>residen boleh mengangkat Menteri-menteri jang tidak 
meraangku sesuatu Kementerian. 
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4* Keputusanr-keputusan Presiden Jang memuat pengangkatan 
jang diterangkan dalam ajat 2 dan 3 pasal ini 
ditandatangani serta oleh pembentiik Kabinet. 

5. Pengangkatan atau penghentian antara-waktu Menteri- 

nienteri begitu pula penghentian Kabinet dilakukan dengan 
keputusan Presiden. 

. Pasal 52 

4 

Untuk merundingkan bersaina-sama kepentingan-kepentingan 
umum Republ-ik Indonesia, Menteri-raenteiri bersidang dala» 
Dewan Menteri Jang diketuai oleh Perdana Menteri atau 
dalam lial Perdana Menteri berhalangan, oleh salah 
seorang Menteri jang ditund juk oleh Dewan Menteri. 

2. Dewan Menteri senantiasa memberitahulcan segala urusan 
jang penting kepada Presiden dan Wakil-Presiden. 
Masing-raasing Menteri berkewad jiban demikian djuga 
berhubung dengan urusan-urusan jang chnsus masuk 
tugasnja. 

Pasal 53 

Sebelura raemangku djabatannja, Menteri-menteri 
mengangkat surapah (raenjatakan keterangan) dihadapan 
Presiden menurut tjara agamanja, sebagai berikut: 



,,Saja bersumpah (raenerangkan) bahwa saja, untuk 

t 

diangkat mendjadi Menteri, langsung ataupun tak langsung 
dengan nama atau dalih apapun, tiada meraberikan atau 
mend jand jikan ataupun akan memberikan sesuatu kepada 
siapapun djuga. 

Saja bersumpah (berdjandji) bahwa saja, untuk • 
melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam djabatan ini, 
tiada sekali-kali raenerinia dari siapapun djuga, langsung 
ataupun tak langsung sesuatu djandji atau pentberian. 

Saja bersumpah (berdjandji) setia kepada Undang-undang 
Dasar, bahwa saja akan meraelihara segala peraturan jang 
berlaku bagi Republik Indonesia, bahwa saja dengan sekuat 
tenaga akan mengusahakan ^^ed jahteraan Republik Indonesia, 
bahwa saja. akan ^etia kepadit Nusa dan Bangsa dan bahwa saja 
akan memenuhi dengan setia segala kewadjiban jang ^ 
ditanggungkan kepada saja oleh djabatan Menteri". , 

Pa sal 54 

Gadji Presiden, gadji Wakil-Presiden dan gadji Menteri- 
menteri, begitu pula ganti-rugi untuk biaja perdjalanan dan 
biaja penginapan dan, djika ada, ganti-rugi jang Iain-lain, 
diatur dengan undang-undang. 
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Pasal 55 , 

1. Djabatan Presiden, Wakil-Presiden dan Menteri ^idak boleh 
dipangku bersama-sama dengan mendjalankan djabatan tmtiffl 
apapun didalam dan diluar Republik Indonesia.- 

2. Presiden, Wakil-Presiden dan Menteri-menteri tidak boleh, 
langsung atau tak langsung turut-serta dalas ataupun 
mendjadi penanggung untuk sesuatu badan pertisahaan Jang 
berdasarkan perd Jand jian untuk nemperoleh laba atau 
untung Jang diadakan dengan Republik Indonesia at&u 
dengan sesuatu daerah autonoom dari Indonesia. 

3. Mereka tif!ak boleh mempunjai piutasg atas tai^gungan 
Republik Indonesia, ketjuali sura t- sura t->u tang umus. 

4. Jj^Jig ditetapkan dalan ajat 2 dan 3 pasal ini tetap 
berlaku atas mereka selava tiga tahun sesudah sereka 
meletakkan djabatannja. 

Bagian II 
DBKAN PBRHAKILAN RAKJAT 
Pasal 56 

Dewan Perwakilan Rakjat mewakill seluruh Rakjat 
Indonesia dan terdiri dari sedjumlah Anggauta jang 
besarnja ditetapkani berdasar atas perhitungan setiap - 
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300.000 djlwa penduduk warganegara Iiidonesia mempitnjai 
seorang wakil; ketentuan ini tidak i^engurangi jang 
ditetapkan dalam ajat kedua pasal 58. 

Pasal 57 

Anggauta-anggauta Dewan Perwakilan Rakjat dipilih 
daXaoi suatu pemilihan umum oleh warganegara Indonesia jang 
me«enuhi sjarat-sjarat dan menunit aturan-aturan jang 
.ditetapkan dengan undang-undang. 

Pasal 58 

1. Gdlongan-golongan I^etjil Tionghoa^ Bropali dan Arab akan 
neMpunjai wakil dalam Dewan Perwakilan Rakjat dengan 
berturitt-turut sekurang-kuranghja 9/6 dan 3 Anggauta. 

* 

2. Djika d junlah-d jwalah itu tidak ditjaj^ai dengan 
pemililian menurut undang-undang terraaksud dalam parsal 
57, maka Pemerintah Republik Indonesia j^ngangkat wakil- 
wakijl tambalian bagi golongan-golongan ^Ijjil itu. , 
Hjumlah Anggauta Bewan Perwakilan Rakjat sebagai 
tersebut dalam pasal 56 ditambah dalara hal itu djika 
perlu dertgan djumlah pengangkatan-pengangkatan itu. 
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Pasal 59 -. ^ 

•r 

Angga.uta-anggauta Dewan Perwakilan Rakjat dipilih 
unttik masa empat tahun. 

Mereka meletakkan djabatannja bersana-saaa dan 
sesudalmja dapat dipilih kembali. 

Pasal 60 

Jang boieh mendjadi Anggauta Dewan Perwakilan Rak^at 
ialah wargasegara jang telah befttsia 25 taliun dan bukan 
orang jang tidak dipejrkenankan serta dalaji a tan 
mend jalankan hak-pilih. ataupun orang Jang haknja untuk 
dipiliJi telali ditj^but. 

Pasal 61 N ^ 

1. Keang^utaan IJewan Perwakilan Rakjat tidak dapat 

" ■ ^- ' ^ ^ 

dirangkap dengan djabatan Presiden, Wakil-Presiden, 
Djaksa Agung, Ketua, Wakil-Ketua atau Anggauta Mahkasah 
Agnng, Ketua, Wakil-Ketua atau Anggota Dewan Pengawas 
Keuangan, Presiden Bank-Sirkulasi dan d jabatan-d jabatan 
lain jang ditentukan dengan undang-undang, 

' 2. Seorang Anggauta Dewan Perwakilan Rakjat jang merangkap 
-mendjadi Menteri tidak boleh mempergunakan hak atau 
melakukan kewad jibannja sebagai Anggauta badan tersebut 
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selama ia raemangku djabatan Menteri. 

3. Angg-auta Angkatan Perang dalara dinas aktif jang menerima 
keanggautaan Dewan Perwakilan Rakjat, dengan sendirinja 
mendjadi non-aktif selama keanggautaan itu. Setelah 
berhenti mendjadi Anggauta, ia kembali dalam dinas-aktif 
lagi. 

Pasal 62 

1, Dewan Perwakilan Rakjat meraililx dari antaranja seorang 
Ketua dan seorang atau beberapa orang Wakil-Ketua. 
Pemilihanr-pemilihan ini merabutuhkan pengesahan Presiden. 

2. Selama pemiliiian Ketua dan Wakil-Ketua belian disahkan 
oleh Presiden, rapat diketuai untuk sementara oleh 
Anggauta jang tertua umurnja. 

« Pasal 63 

Anggauta-anggauta Dewan Perwakilan Rakjat sebelum 
Biemangku djabatannja, mengangkat sumpali (raenjatakan 
keterangan) dihadapan Presiden atau Ketiia Dewan Perwakilan 
Rak4at jang dikuasakan untuk itu oleh Presiden, menurut 
tjara agamanja sebagai berikut: 

.,,Saja bersumpab (menerangkan) bahwa saja, untuk 
dipilibi (diangkat) mendjadi Anggauta Dewan Perwakilan 



Rakjat, langsung atau tak langsung, dengan nama atau dalih 
apapun, tiada memberikan atau meiKi j.and jikan ataupun akan 
memberifcan sesuatu kepada siapapun djuga. 

Saja bersumpah (berdjandji) bahwa saja, untuk 
melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalain djabatan ini, 
tiada sekali-kali akan raenerima, langsung ataupun tak 
langsung, dari siapapun djuga sesuatu djandji atau 
pemberian. 

Saja bersumpah (berdjandji) bahwa' saja senantiasa akan 
membantu memelihara Undang-undang Dasar dan segala 
peraturan jang lain jang berlaku bagi Republik Indonesia, 
bahwa saja akan berusaha dengan sefcuat tenaga meiifid jukan 
kesed jahteraan Republik Indonesia dan bahwa saja akan setia k$ 
kepada Nusa dan Bangsa". 

Pasal 64 

Dalam rapat Dewan Perwakilan Rakjat Ketua mcMberi 

kesempatan berbitjara kepada Menteri-«enteri, apabila dan 

/■ 

tiap-tiap kali mereka mengingininja. 

Pasal 65 

1. Dewan Perwakilan Rakjat bersidang, apabila Pemerintah 
mei^jatakan kehendaknja tentang itu atau apabila Ketu|i 
ataji sekurang-kurangnja sepersepuluh dari djumlah 
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Anggauta Dewan, Perwakilan Rakjat menganggap hal itu 
perlu, 

2. ketua meraanggil rapat Dewan Perwakilan Rakjat. 

Pasal 66 

1. Rapat- rapat Dewan Perwakilan Rakjat terbuka untuk umum, 
ketjuali djika Ketua menirabang perlu pintu ditutup 
ataupu^ sekurang-kurangnja sepuluh Anggauta menuntut 
hal itu. 

# 

2 J Sesudah pintu ditutup, rapat raemutuskan japakah 
permusjawaratian dilakukan dengan pintu /tertu tup. 

3. Tentang hal-hal jang dibit jarakan dalam rapat tertutup 
dapat djuga diputuskan dengan pintu tertutup. 

* 

Pasal 67 

♦ 

Anggauta- anggauta Dewan Perwakilan Rakjat setiap waktu 
boleh meletakkan djabatannjat 

Mereka memberi tahukan hal itu dengan surat kepada 
Ketua. 

Pasal 68 . 
Dewan Perwakilan Rakjat mengadak'an rapat- rapatnja di 
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Djakarta fcetjuali djika dalam- hal-hal darurat Pemerintah 
menentukan tempat jang lain. 

Pasal 69 

1. Dewan Perwakilan Rakjat mempunjai hak inte'rpelasi dan 
.hak menanja; Anggauta-anggauta mempunjai hak raenanja. 

2. ^ Menteri-menteri meraberikan kepada Dewan Perwakilan 

Rakjat, baik dengan lisan maupun dengan tertulis segala 
penerangan jang dikehendaki menurut ajat jang lalu dan 
jang pemberiannja dianggap tidak berlawanan dengan 
kepentingan lanum Republxk Indonesia. 

« 

Pasal 70 

Dewan Perwakilan Rakjat mempunjai hak menjelidiki 
(enquete), menurut aturan-aturan jang ditetapkan dengan 
undang-undang. 

Pasal 71 

Ketua dan Anggauta-anggauta Dewan Perwakilan Rakjat 
begitu pula Menteri-menteri tidak dapat dituntut dimukl 
pengadilan karena jang dikatakannja dalam rapat atau jang 
dikemukakannja dengan surat kepada madjelis itu, ketjuali. 
djika mereka. dengan itu mengumumkan apa jang dikatakan 



atau jang dilcemukakan dalam rapat tertutup dengan sj^rat 
supaja dirahasiakan. 

Pa sal "72 

1. Anggauta-anggauta Dewan Perwakilan Rakjat raengeluarkan 
suaranja sebagai orang jang bebas, raenuirut perasaan 
kelionnatan.^n keinsjafan batinnja, tidak atas perintah 
atau dengan kewadjiban bererabuk dahulu dengan mereka 
jang raenundjuknja sebagai anggauta. 

2. Mereka tidak raengeluarkan suara tentang hal jang 
mengenai dirinja sendiri. 

Pasal 73 

It 

Gadji Ketua Dewan Perwakilan Rakjat, tundjangan- 
tundjangan jang akan diberikan kepada Anggauta-anggaut^. 
dan mungkin djuga kepada Ketua, begitu pula biaja 
perdjalanan dan penginapan jang harus didapatnja, diatur 
dengan undang-undang. ' 

Pasal 74 

1. Sekalian orang jang inenghadiri rapat Dewan Perwakilan 
Rakjat jang tertutup, wad jib raerahasiakan jang 
dibitjarakan dalam rapat itu, ketjuali djika madjelis 

00 



ini memutuskan lain, ataupun djika kewadjiban 
merahasiakan itu dihapuskan. 

Hal itu berlaku djuga terhadap Anggauta-anggauta , 
Menteri-menteri dan pegawai-pegawai jang nendapat tahu 
dengan tjara bagaimanapun tentang Jang^ibit jarakan itu. 

Pasal 75 

Dewan Perwakilan Rakjat tidak boleh bexnusjawarat atau 
mengambil k^putusan, djika tidak hadir lebih dari 
seperdua djumlab anggauta-sidang. 

Sekedar dala» Undang-undang Dasar ini tidak ditetapkan 
lain, maka segala keputusan dijuibiX deogan djuailali 
terbanjak mutlak suara Jang dikeluarkau. 

Apabila, pad a vraktu nengambil keputusan, suara- suara 
sama berat, dalam h^l rapat itu lengkap anggautanja, 

< 

usul itu dianggap ditolak, atau dalan hal lain, 
mengambil keputusan ditangguhkan saspai rdpat Jang 
berikut. 

Apabila suara- suara sama berat lagi, «aka usul itu 
dianggap ditolak. 

Pemungutan suara tentang orang dilakukan dengan rahasia 
dan tertulis. 




Apabila suara-suara sama beirat, maka keputusan 
diarabil dengan undian. 

Pasal 76 

Dewan Perwakilan Rakjat selekas mungkin menetapkan 
5^ peraturan ketertibaimja. 

Pasal 77 

Dengan tidak inengurangi 'ketentuan dalam pasal 138, 
maka untuk pertama kali selama Dewan Perwakilan Rakjat 
beltiK tersusun dengan pemililian menurut undang-undang, 
/ 10 Dewan Perwakilan Rakja/t terdiri dari Ketua, Wakil-wakil 
Ketua dan Anggauta-anggauta Dewan Perwakilan Rakjat 
Republik laJonesia Serikat, Ketua, Wakil-Ketua dan 
Anggai^-anggauta Senat, Ketua, Wakil-wakil- Ketua dan 
Anggauta-^anggauta Badan Pekerdja Komite Nasional Pusat dan 
15 Ketua, W^kil-Ketua dan Anggauta-anggauta Dewan Pertimbangan 
Agung . 
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Bagian III 
MAHKAMAH AGIMJ 
Pa sal 78 

Susunati dan kekuasaan Mahkamah Agung diatur deng&n 
undang-undang. 
1 

Pasal 79 

1. Ketua, Wakil-Ketua dan Anggauta-anggauta. MalUcasuii Agung 
diangkat menurut aturan-aturan jang ditetapkan dengan 
undang-undang. 

Pengangkatan itu adalah untuk setoiux kidup; ketentuan 
itti tidak aenguirangi jang ditetapkan dalam ajat-ajat 
jang berikut. 

I" 

2. Undang-undang dapat nenetapkan, balnra Ketua, Wakil-Ketna 
dan Anggauta-anggauta Mahkaaali Agung diberhentikan, 
apablla raentjapai usia jang tertentu. 

3. Mereka dapat xJipetjat atau diberhentikan »enurut tjara 
— tJan dalam hai jang ditentukan oleh undang-undang. 

4. Mereka dapat diberhentikan oleh Presiden atas pemintaan 
sendiri. 
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Bagian IV ^ ' 

DEWAN PBNGAWAS KEUANGAN * 
Pa sal 80 

Susunan dan kekuasaan Dewan Pengawas Keuangan diatur 
ngan undang-undang. 

^ Pasal 81 

Ketua, Wakil-Ketua dan Anggauta-anggauta Dev?an Pengawas 
Keuangan diangkat menurut aturan-aturan jang dite'tapkan 
dengan undang-undang. 

Pengangkatan itu adalah untuk seumur hidup; ketentuan 
inl tidak mengurangi jang ditetapkan dalam ajat-ajat 
jang berikut. 

> ^ 

Undang-undang dapat Bienetapkan, balwa Ketua, Wtf&il-Ketua 
dan Anggauta-anggauta diberhentikan, apabila mentjapai 
usia jang tertentu. 

Mereka dapat dipetjat atau diberhentikan raenurut tjara 
dan dalaa hal jang ditentukan dengan undang-undang. 

Mereka dapat diberhentikan oleh Presiden atas permintaan 
sendiri. 
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BAB III 

TUGAS ALAT-AIAT PBRLENGKAPAN NEGARA 

Bagian I 
Peiserintalian 
5 Pasal 82 

Pemerintah ntenjelenggaralcan kesed jahteraan Indonesia 

k. 

dan teristimewa berusalxa supaja Undang-uodang Dasar, 
undang-undang dan peraturan-peraturan lain did jalankan. 

Pasal 83 ^ ^ 

10 1. Presiden dan Wakil-Presiden tidak dapat diganggu-gugat. 

2. Menteri-menteri bertanggung-d jawab atas selumh 
kebldjaksanaan Pemerintah, baik bersama-saKa untuk 
selurulmja, matipun masing-masijig untui: hagiaimja 
se nd ir i- se nd ix i . 

15 Pasal 84 

Presiden berhak membubarkan Dewan Perwakilan Rakjat. 
Keputusan Presiden jang menjatakan penbub^ran itu, 

memerintahkan pula untuk mengadakan peraillhan Dewan 
Perwakilan Rakjat baru dalam 30 hard. 



61 



6*5 



Pasal 85 

Sekalian keputusan Presiden djuga jang mengenai 
kekuasaarmja atas Angkatan Perang Republik Indonesia, 
ditanda tangani serta oleh Menteri (Menteri-menteri) jang 
bersangkutan, ketjuali jang ditetapkan dalam pasal 45 aja 
ke-empat dan pasal 51 ajat ke-etapat. ^ 

Pasal 86 

Pegawai-pegawai Republik Indonesia diangkat menurut 
aturan-aturan jang ditetapkan dengan undang-undang. 

Pasal 8.7 

Presiden memberikan tanda-tanda kehoxmatan jang 
diadakan dengan undang-undang. 

Pasal 88 

Peraturan pokok mengenai perhubungan didarat, laut , 
dan udara ditetapkan dengan undang-undang. 
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Bagian II 
PBRUNDANG-UNnANGAN 
Pa sal 89 

Ketjuali apa jang ditentukan dalam pasal\l40 maica 
5 kekuasaan peruDdaag-undaDgan/ sesuai dezigan keientuan- 
ke tentuan bagian ini, dilakukan oleh Pemerintali persajsa- 
sama dezigan Dewan Perwakilan Rakjat. 

Pa sal 90 

\ 

1. Usui Pemerintah, ten tang undang-undang disanpaikan kepada 
10 Dewan Peiwakilan Rakjat dengan amanat Presiden. 

2. Dewan Perwakilan Rakjat berhak memadjukan usul undang- 
undang kepada Pemerintah. 

Pasal 91 

* 

Dewan Perwakilan Rakjat berhak mengadakan perubalian- 
15 penibalian dalam* usul undang^undang jang dimadjukan oleh 
Pemerintah kepadanja. 

Pasal 92 ' 

1* Apabila Dewan Perwakilan Rakjat menerima usul undang- 
undang Pemerintah dengan mengubahnja ataupun tidak, 
20 maka usul itu dikirimkannja dengan memberitahukan hal 
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itu. kep^da President 

2. Apabfila Dewan Perwakilan Rakjat menolak usul undang^j^ 
undang Peraerintah, raaka hal itu diberitahukannja kepada 

Ptesiden, 

■* .. ■ ' - 

Pa sal 93 

''^DeWan JPe rwak ila n Rakjat, apabila tnerautuskan akan 
memad jukan usul undan^^ndang , mengirlmkan usul itu untuk 
disahkan oleh Peme^ntah kepada Presiden. 
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Pa sal 94 

10 xJ^SelsCsna. suatu usul undang-undang belunt diterima oleh. 
Dewan Perwakilan' Rakjat sesuai dengan ketentuan- 
ketentuaxi Jang lalu dalam bagian ini, maka usul itu 
dapat ditarik kembali oleh Pemerintali. 

2, Pemerintah ha^s steugesahkan usul ux^attg-uudang Jang 
15 sudah diterima, ketjuali djika ia dalam satu bulan 

sesudah ustU. itu disampaikan kepadanja untuk disahkan» 
menjatakan k^beratannja Jang tak dapat dihindaxkan. 

3. Pengesalian oleh Pemerintah, ataupun keberatan Pemerintah 
sebagai dimaksud dalam ajat Jan^ lalu, diberitahukan 

20 kepada Dewan Perwakilan Rakjat dengan araanat Presiden. 
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Pasal 95 

Sekalian usul undang-undang Jang telah diterima oleh 
Dewan Perwakilan Rakjat mepperoleli kekuatan undang- 
undang, apabila sudah disahkan oleh Pemerintah. 

Undang-undang tidak dapat diganggu-gtigat . 

Pasal 96 

.Peaerintah berhak atas kuasa dan tanggtxng-d jawab sendiri 
menetapkan undang-undang darurat untuk xengatur hal-hal 
penjelenggaraan-pemerintalian Jang karena: keadaan^ke^daan 
Jang mendesak perlu diatur dengap segexa. 

Undang-uaJang darurat Bie«punjai kekuasaan dan deradjat 
undang-undang ; ketentuan ini tidak mengurangi Jang 

ditetapkan dalam pasal Jang ber£kut. 

Pasal 97 

Peraturan-peraturan Jang ter»aktub dala« undang-undang 
darurat, se sudah ditetapkan, dlsanpaikan kcpada Dcwan 
Perwakilan Rakjat selarabat-lambatnja pada sidang Jang 
berikut Jang merundingkan peraturan ini menurut Jang 
ditentxikan tenting merundingkan usul undang-undang 
Pemerintaii. 
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^Djika suatu peraturan jang dimaksud daiam ajat jang lain, 
waktu dimndingkan sesuai dengan ketentuan-ke tentuan 
bagian ini, ditolak oleh Dewan Per\vakilan Rakjat, maka 
peraturan itu tidak berlaku^i^gi karena hukuin. 

4 

Djika undang-undang darurat jang menurut ajat jang lalu 
tidak berlaku lagi, tidak mengatur segala akibat jang 

♦ 

timbul dari peraturannja - baik jang dapat dipulihkan 
maupun jang tidak - maka undang-undang mengadakan 
tindakan- tindakan jang perlu tentang itu, 

Djika peraturan jang termaktub 'dalam undang-undang 
darurat itu diubah dan ditetapkan sebagai undang-undang^ 
maka akibat-akiba t perubahatinja diatur pula sesuai 
depgan jang ditetapkan dalam ajat jang lalu. 

Pasal 98 

Peraturan- peraturan pen jelenggara undang-undang 

ditetapkaxi oleh Pemerintah. 

Namanja ialah* peraturan Pemerintah., 

' i * 

Peraturan Pemerintah dapat mengant jamkan hukuman-hukuman 
atas pelanggaran aturan-a turannja . 

Batas-batas hukuman jang akan ditetapkan diatur dengan 
undang-undang • 



Pa sal 99 

1. Undang-undang dan pera turan Pemerintah dapat memerintah- 
kan kepada alat-alat perlengkapan lain d^lam Republik 
Indonesia inengatur selandjutnja pokok-pokok jang 
tertentu jang diterangkan dalam ketentuan-ke tentuan 
undang-undang dan peraturan itu. 

2. Undang-undang dan peraturan Peraerintali jang bersangku^an 
niemberikan a turan-a turan tentang pengundangan peraturan- 
pera turan. deraikian. 

Pa sal 100 

1. Undang-undang mengadakan aturan-aturan tentang meiabentuk, 
nieiigundangkan dan mulai berlakunja undang-undang dan 

pera turan- pera turan Pemerintah. 

2. Pengundangan, terdjadi dalam bentiik raenurut undang- 

15 undang, adalah sjarat tunggal untuk kekuatan mengikat. 
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Bagian III 
PBNGADILAN 
Pasal 101 

1. Perkara perdata, perkara pidana sipil dan perkara pidana 
militer seraata-mata masuk perkara jang diadili oleh 
pengadilan- pengadilan jang diadakan atau diakui dengan' 
undang-undang atau atas kuasa undang-undang. 

■ -^'i 

2. Mengangkat dalam djabatan pengadilan jang diadakan 
dengan undang-undang atau atas kuasa undang-uiKlang , 
didasaxkan semata-nata pada sjarat kepandaian, 
ketjakapan dan kelakuan tak-bertjela jang ditetapkan 
dengan undaHg-undang. 

Memberhentikan, memetjat untnJc sementara dan 
memetjat dari djabatan jang demikian hanja boleh daXan 
hal-hal jang ditentukan dengan undang-undang, 

Pasal 102 

Hukiim perdata dan hukum dagang, hukum pidana sipil 
maupun hukum pidana militer, hukum atjara perdata dan hukum 
atjara pidana, susunan dan kekuasaan pengadilan diatur 
dengan undang-undang dalam kitab-kitab hukum ketjuali djika 
pengundang-undang menganggap perlu untuk mengatur beberapa 
hal daiam undang-undang tersendiri. 

. 72 . 
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Pasal 103 

Segala tjampur tangan dalam urusan pengadilan oleh 
ala t-alat-perlengkapan jang bukan perlengkapan pengadilan, 
dilarang, ketjuali djika di-idzinkan oleh undang-undang. 

Pasal 104 

1. Segala keputusan pengadilan harus berisi alasan- 
alasannja dan dalam perkara hukusan «enjebut aturan- 
aturan undang-undang dan aturan-aturan hiiikUB adat Jang 
didjadikan dasar hukuaian itu. 

2. Lain dari pada penget jualian-pengetjuallaii jang 
ditetapkan oleh undang-undang, sldang pcngad ilan terbuka 
untuk timum. Untuk ketertiban dan kesucilaan uatm, hakix 

boleh menjimpang dari peraturan ini» 

3. Keputusan senantiasa dinjatakan dengan pintu terbuka. 

Pasal 105 ^ 

1. Mahkamah Agung ialah Pengadilan Negara Tertinggi. 

2. Mahkaraah Agung melakukan pengawasan tertinggi atas 

c 

perbuatan pengadilan- pengadilan Jang lain^ wemirut 
aturan-aturan Jang ditetapkan dengan undang-uiuSang. 
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Dalam hal-hal jang ditundjuk dengan undang-undang , ( 
terhadap keputusan-keputusan jang diberikan tiiigkat 
tertinggi oleh pengad ilan-pengad ilan lain daripada 
Mahkamah. Agung, kasasi dapat diminta kepada Mahkamah 
Agung. 

Pasai 106 

Presiden, Wakil-Presiden, Menteri-menteri, Ketua, Wakil- 
Ketua dari Anggauta Dewan Perwakilan Rakjat, Ketua, 
Wakil-Ketua dan Anggauta Mahkaraali Agung, Djaksa Agung ■ 
pada MalikamaJi Agung, Ketua, Wakil-Ketua, dan Anggauta 
Devfan Pengawas Keuangan, Presiden Bank-Sirkulasi dan 
*'djuga pegawai-pegav?ai , anggauta- anggauta madjetis- 
mad jells tinggi dan ped jaba t-ped jabat lain, jang 
ditundjuk dengan undang-undang, diadili dalam tingkat 
pertaraa dan tertinggi djuga oleh Mahkamah Agung,, pun 
sesudah mereka berhenti, berhubung dengan kedjahatan 
dan pelanggaran-d jaba tan serta kedjahatan dan 
pelanggaran lain jang ditentukan dengan undang-undang 
dan jang dilakukannja dalara raasa pekerd jaannja , ketjuali 
djika ditetapkan lain dengan undang-undang. 

Dengan uiviang-undang dapat ditetapkan bahwa perkara 
perdata dan perkara pidana sipil terhadap golongan- 



74 

70 



9 

goiongan orang dan badan jang tertentu hanja boleh 
diadili oleh pengadilan jang ditundjuk dengan undang- 
undang itu. 

Dengan urriang-uixJang dapat ditetapkan bahwa perkara 
perdata jang, mengenai peraturan-peraturan jang diadakan 
dengan atau atas kuasa undang-undang hanja boleh diadili 
oleh pengadilan jang ditundjuk dengan undang-undang itu. 

Pasal 107 

Presiden mempunjai hak memberi grasl dari huXunan- 
hukuman jang didjatuhkan oleh keputusan pengadilan. Hak 
itu dilakukannja sesudah meminta nasehat dari Mahkauah 
Agung, sekadar dengan undang-undang tidak ditundjuk 
pengadilan jang lain untuk meraberi naseliuit. 

Djika hukuman mati didjatuhkan, raaka keputusan 
pengadilan itu tidak dapat didjalankan, melainkan 
sesudah Presiden, menurut a turan-aturan jang ditetapkan 
dengan undang-undang, diberikan kesempatan untuk menberi 
grasi. ^ 

Amnesti dan abolisi hanja dapat diberikan dengan undang- 
undang ataupun atas kuasa undang-undang, oleh Presiden 
sesudah meminta nasehat dari Mahkamah Agung. 
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Pasal 108 



Peinutusan tentang sengketa Jang mengenai hukum tata~ 
usaha diserahkan kepada pengadilan jang mengadili perkara 
perdata ataupun kepada alat-alat perlengkapan lain, tetapi 
djika demikian seboleh-bolehnja dengan djaminan jang serupa 
tentang keadilan dan kebenaran. 

Bagian IV 
^ KBUANGAN 

BABAKAN 1 

Hal uang 
Pasal 109 

1. Diseluruh daerah Republik Indonesia hanja diakui sail 
alat-alat pembajar jang aturan-aturan pengeluarannja 
ditetapkan dengan undang-undang . 

2. SSatuan-kitung untuk menjatakan Jang alat-alat pembajar 
sah itu ditetapkan dengan undang-undang. 

3. Undang-undang mengakui sah alat-alat-pemba jar baik 
t^lngga djimlah jang tak terbatas. maupun hingga cjjtmlah 
terbatas jang ditentukan untuk itu. 

S ■ 
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4. Pengeluaran alat-ala t-pemba jar jang jsah dilakukan oleh 
atau atas.nama Penierintah Republik Iindonesia ataupun 
oleh Bank-Sirkulasi. ' * . 

Pasal 110 

5 1. Vntuk Indonesia ada satu Bank-Sirkiilasi. 

2. Penundjukan sebagai Bank-Sirkulasi dan Pengaturan tataan 
dan kekuasaannja dilakukan dengan undang-undang. 

BABAKAN -2 

Urusan Keuangan - Anggaran - Pertanggungan-Djawab - 
10 Gad ji. 

Pasal 111 

1. Pemerintah memegang tirusan umtim keuangan. 

2, Keuai^an negara dipimpin dan dipertanggung-d jawabkan 
menurut aturan-aturan jang ditetapkan dengan undang- 
undang. 

Pasal 112 

1. Pengawasan ata^ dan pemeriksaan tanggung-d jawab tentang 
keuangan negara dilakukan oleh Dewan Pengawas Keuangan. 
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2. Hasil peng-awasan dan ^^emeriksaan itu d iberi tahukan 
kepada Dewan Perwakilan Rakjat. 

Pasai .113 

Dengan undang-undang ditetapkan anggaran semua 
pengeluaran Republik Indonesia dan ditundjuk pendapatan- 
. p«fndapatan untuk menutup pengeluaran itu. 

Pa sal 114 

1. Usui undang-undang penetapan anggaran umum olcyh' 
Pemerintah dimadjukaii kepada Dewan Perwakilan Rakjat 
sebelum pcrmulaan masa Jang berkenaan dengan anggaran 
itu. Masa itu tidak boleh lebih dari dua tahun. 

2. Usui undang-uridarig pengubab anggaran umuni, tiap--tiap 

kali djika perlu dimadjukan Pemerintah kepada Dewan 
Perwakilan Rakjat. 

Pasal 115 

1. Anggaran tordiri dari bagian-bagian jang tnasing-masing 
sekadar .perlu , dibagi dalain dua bab ^ jaitu sa tu untuk 
meiigatur pengeluaran- pengeluaran dan satu iagi untuk 
n^enundjuk pendapa tan-pendapa tan. * 
Bab-bab terbagi dalam pos-pos. 
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2. Untuk tiap-tiap kementerian aiiggaran sedikit-d ikitnja 
-meiuuat satu bagian. 

3. Undang-undang penetapan anggaran masing-masing memuat 
tidak lebih'dari satu bagian. 



4. Den^au undang-undang dapat diizinkan peraindahan. ^ 

Pasal 116 



Pengeluaran dan penerimaan Republik Indonesia 
dipertanggung-d jawabkan kepada Dewail Perwakilan Rakjall, 
sambil meraadjukan perhitungan jang disahkan oleti Dewan' 
Pengawas Keuangan, menu rut a turan-aturan jang diberikan 
dengan undang-undang. 

Pasal 117 

Tidak d iperkenankan memvngut padjak, bea cian tjukai . 
untuk kegunaan kas negara, ketjuali dengan undang-undang 
a tau atas kuasa undang-undang- 

Pasal 118 

1- Pindjainan uang atas tanggungan Republik Indonesia tidak 
dapat diadakan, didjamin a tau disahkan, ketjuali dengan 
undang-undang atau atas kuasa undang-undang. 
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Peraerintah. berhak, dengan mengindahkan aturan-a turan 
jang ditetapkan dengan undang-undang , mengeluarkan 
bil jet-bil'je t perbendaharaan dan proraes-proraes . 
pe rbe ndaimraa n . 

^^sal 119 

Dengan tidak mengurangi jang diatur dengan ketentuan- 
ketentuan chusus, gadji-gadji dan lain- lain pendapatan 
anggauta mad jelis-mad jelis dan pegawai-pegawai Republik 
Indonesia ditentukan oleh PemerintaJi, dengan 
mengindahkan aturan-aturan jang ditetapkan dengan 
utdang-undang dan raenurut azas, bahvra dari djabatan 
tidak boleh dipeiroleh keuntungan l^in dari pada jang^ 
dengan tegSLS diperkenankan. 

Undang-uiK!ang dapat memperkenankan pemindahan B*ekuasaan 
jang diterangkan dalam ajat 1 kepada alat-alat 
perlengkapan lain jang berkuasa. 

Pemberian pensiun kepada pegawai-pegawai Republik 
IixJ one sia diatur dengan undang-undang. 
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Bagian V 
HUBUNGAN LUAR NBGERI 
Pasal 120 

1. Presiden mengadakan dan mengesahlcan, p^rd jand jian 
5 (traktat) dan perse tudjuan lain dengan Negara-negaxa 

lain. 

Ketjuali djika ditentukan lain dengan undang-undang, 
perdjandjian atau persetudjuan iain tidak disahkan, 
uielainkan sesudah disetudjui dengan undang-undang. 

10 2. Masuk dalam dan aemutuskan perdjandjian dan perse twdjuan 
lain, dilakukan oleh Presiden lianja dengan kuasa undang- 
undang* 

Pasal 121 




Berdasaj^an^^nl jand jian dan persetudjuan jang 
15 tersebut dalam pasal 120, Penerintah memasukkan Republlk 
Indonesia kedalam organisasi-organisasi antarnegara . 

Pasal 122 

Pemerintali berusaha meiaet jklikan perselisiban- 
per;selisihan dengan Negara-negara lain dengaii d jalan daaai 
20 dan dalam Iial itu memutuskan pula tentang mealnta ataupun 
tentang menerima pe^adilan atau pewasitan antarnegalra. 



erIc- 
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Pa sal 123 

Pr&siden mengangkat wakil-wakil Repixblik Indonesia pad 
Negara^negara lain dan menerima wakiX Negara-negara lain 
pad a Republik Indonesia. 

Pagian VI 
PBRTAHANAN NEGARA DAN 
KBAMANAN UMUM 
' Pasal 124 

Undang-undang raenetapkan aturan-aturan tentang hak dan 
kewadjiban w^jja-negara untuk tnempertahankan keinerdekaan 
Republik Indonesla^an nieinbela daerahnja. 

la meiijgatur tjara mend jalankan hak dan kewad jiban itu 
dan raenentukan penget jualiannja . * 

^Pasal 125 

♦ 

1* Angkatan Perang Reptiblxk Indonesia bertugas melindungi 
kepentingan-kepentingan negara Republik^ Indonesia. 

Angkatan Perang itu dibentuk dari'mereka jang 
sukarela masuk Angkatan Perang dan mereka j^ng wad jib 
masuk Angkatan Perang.. * 

2, Undang-undang mengatur segala sesuatu mengenai Angkatan 
Perang Tetap dan wad jib-rail iter. 

8, . 
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• Pa sal 126 

lerintalL memegang urusan pertahanan. 

. Undang-undang mengatur dasar-dasar susunan- (^an tugas 

alat-perlengkapan jang dibferi kewadjiban menjelenggarakan 
pertahanan pada umumnja. 

' Pasal 127 • 

- Pr?siden memegang kekuasaan tertinggi • atas Angkatan •» 
Perang Republik Indonesia. 

- Dalam keadaan peVang Pemerintah menempatkan Angkatan 
P^litang dibawah pimpinan seorang Panglima Besar.^ 

. Opsxr-opsir diangkat, dinaikkan pangkat dan diperhentikan 
oleh atau atas naraa Pr^iden, menurut aturan-aturan jang 

ditetapkan dengan undang-undang. 

Pasal 128 ^ 

-\ 

■A Presiden tidak menjatakan perang, melainkan djika hal 
tu di-id^J^an lebih dahulu oleh Dewan Perwakilan Rakjat. 



I 

79 ^'3 



Pasal 129 

1. Dengaii tjara dan dalam hal-hal Jang akan ditentukan 
dengan undang-undang ^ Presiden dapat menjatakan daerah 
Republik Indonesia atau bagian^-bagian dari padanja dalam 
keadaan bahaja, bilamana ia meiigganggap hal itu perlu 
untuk kepentingan keamanan dalam neg^ri dan keamanan 
terhadap luar negeri, ^ 

2. Undang-undang meligatur t;ingka tan- tingkatan keadaan 

bahaja dan akibat-akiba t pernjataan demikian itu dan 

t 

seterusnja menetapkan bilamana kekuasaan alat-alat 
perlengkapan kuasa sipil jang berdasarkan Undang-undang 
Dasar tentang keteftiban umum dan polisi, selurulinja 
atau sebagian beralih kepad^'kuasa Angkatan Perang, dan 
bahwa penguasa-penguasa sipil takluk kepada penguasa- 
penguasa Angkatan Perang. 

Pasal 130 

Uhtuk memelihara ketertiban dan keama»an umum diadakan 
suatu aXat ke^asaan kepolisian jang diatur dengan undang- 
undang. . 

4 
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BAB IV 
PBMERINTAH DABRAH DAN 
DABKAH-mERAH SWAPRADJA 
Pasal 131 

Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan ketjil 
jang berhak mengurus nunah tangganja aendlri (auto-noon), 
derjgan bentuk susunan*^peDierintahLannja ditetapkan dengan 

r 

undang-uixJang, dengan memandang dan mengingati dasaur 
pennusjawaratans<3an dasar perwakilan dalas sistii^ 
pemerintahan negara. 

Kepada daerali-daerah diberikan autonomi seluas-luasnja 
untixk mengurus rumali tangganja sendiri. ^ 

Dengan Undang-undang dapat d ise,,ralikan penjelenggaraan 
tugas-tugas kepada daerah-daerah jang tidak teraasttk 

dalato urusan rumali tangganja* 

Pasal 132 

Kedudukan daerah-daerah Swapradja diatur dengan undang- 
undang dengan ketentuan bahwa dalam bentuk susunan 
pemerintahannja harus diingat pula ketentuan dalan pasal 
131, dasar-dasar pennus jawaratan dan perwakilan dalam 
sistim peme/rintahan negara. 
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2, Daerah-daerah Swapradja jaiig ada tidak dapat dihapuskan 
atau diperketjii bertentangan dengan kehendaknja / 
ketjuali untuk kepentingan umum dan' sesudah undang- 
undang jang raenja takan bahwa kepentingan , umum menuntut 
penghapusan atau pengetjilan itu, memberi kuasa untuk 
itu kepada Pemerintah. 

,3. Perselisihan-perselisihan hukum tentang peraturan- 
peraturan jang dimaksud dalam ajat 1 dan tentang 
mend jalankannja diadili oleh badan pengadilan jang 
dimaksud dalara pasal 108. 

Pasal .133 . 

Sarabil raentinggu ke tentixanp-ketentuan sebagai dimaksud 
dalam pasal 132 maka pera turan-peraturan jang suda^ ada 
tetap berlaku, dengan pengertian bahwa pend jaba t-pendjabat 
daerah bagian dahulu jang tersebut dalam peraturan-, 
peraturan itti diganti dengan pend jaba t- pend jaba t jang 
demikian pada Republik Indonesia. 
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BAB V 
-KONSTltUANTE 
Pasal 134 

Konstituante (Sidang Pembuat Undang-undang Dasar) • 
bersama-sama dengan Pemerintah selekas-lekasnja inenetapkan 
Undang-undang Dasa# Republik Indonesia jang akan 
menggantikan Undang-undang Dasar Sementara J.ni. 

Pasal 135 

1. Konstituante terdiri dari sedjumlah An^gauta jang 
besarnja ditetapkan berdasar atas pexhitungan setiap 

, 150,000 djiwa penduduk warga-negara Indonesia mempunjai 
%eorang wakil. 

w » ■* 

2. Anggauta-anggauta Konstituante dipilih oleh warganegara 
Indonesia dengan d^sar umum dan dengan. tjara bebas dan 
rahasia menurut aturan-atu^ran jang ditetapkan dengan 
undang-undang , 

3. Ketentuanr-ke tentuan dalam 4)asal 58 berlaku djuga buat 
Konstituante dengan pengertian bahwa d jumlah-d juinlah 
wakil itu dua kali lipat. 
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Pasal 136 

Jang ditetapkan dalam pasal 60, 61, 62, 63, 64, 67, 
68, 71, 73, 74, 75 ajat 3 dan 4, d^p. pasal 76 berlaku 
deinikian djuga bagi Konst ituante . 

Pasal 137 



1. Konstituante tidak dapat bermiipakat atau menganibil 

keputusan tentang irantjangan Undang-undang Dasar baru, 
djika pada rapatnja t'idak hadir sekurang-Ifixrarignja 
dua-pertiga dari djumlah anggauta-sidang. 

10 2. Undang-undang Dasar bam berlaku, djika rant jangannja 
telah diterima dengan sekurang-kurd^nja dua-pertiga 
dari djumlah suara Anggauta jang hadir dan keraudian 
disahkan oleh Pemerintah, 

3. Apabila Kon^titfiante sudah menerima rantjangan Undang- - 
15 undang Dasar, maka dikirirakannja rantjangan itu kepada 

Presiden untuk disahkan oleh Pemerintah. 

Pemerintah hams mengesahkan rantjkngan itu dengan 
segera . 

Pemerintah menguraumkan Undang-undang Dasar itu 
20 dengan keluhuran. . 
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Pasal- 138 

1. Apabila pada waktu Konstituante terbentuk belum diadakan 
pemilihan Anggauta-anggauta Dewan Perwakilan Rakjat 
menurut aturan-aturan Undang-undang sebagairaana dimaksud 

5 dalam pasal 57, raaka Konstituante luerangkap inendjadi 

Dewan Perwakilan Rakjat jang tersusun menurut aturan- 
aturan Jang diraaksiid dalam pasal tersebut. 

2. Pekerdjaan sehari-hari Dewan Perwakilan Rakjat, jang 
karena ketentuan dalam ajat 1 pasal ini raendjadi tugas 

10 Konstituante, dilakukan oleh sebuah. Badan Pekerdja jang 

dipilih oleh Konstituante diantara Anggauta-anggautanja 

dan jang bertanggung-d jawab^'kepada Konstituante. 

■ . 
' Pasal . 139 

1. Badan Pekerdja terdiri dari Ketua Konstituante sebagai 
15 Anggauta raerangkap Ketua dan sedjumlah Anggauta jang 

besarnja ditetapkan berdasar atas perhitungan^setiap 10 
Anggauta Konstituante mempunjai seoraog wakil. 

2, Pemilihan Anggauta-anggauta Badan Pekerdja jang bukan 
Ketua dilakukan menurut aturan-aturan jang ditentukah 

20 dengan undang-undang, ' . \ 
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Badan Pekerdja raemilih dari antaranja seorang atau 
beberapa orang Wakil-Ketua. Aturan dalara pasal 62 
berlaku untuk peinilihan ini. 

Anggauta-anggauta Badan Pekerdja sebelum memangku 
djabatannja, mengangkat sumpah (raenjatakan keterangan 
dihadapan Ke'tua Konstituante menurut tjara agaraanja, 
jang bunjinja sebagaimana jang ditentukan dalara pasal 
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BAB VI ' 
PBRUBAHAN, KBTBNTUAN-KETEimiAN 
PBRALIHAN DAN KBTEffTUAN PBNUTUP 
Bagian I 
PBRUBAHAN 

Pa sal 140 

t ' ■ ~ 

Segala usul untuk mengubah Undang-undang Da^ar ini 
raenund juk dengan tegas perubahan jang diusulkan. Dengan 
undang-undang dinjatakan b^hwa unttik mengadakan 
perubahan sebagaimana diusulkafi itu, ada dasarnja. 

Usui perubahan Undang-undang Dasar, Jang telah 
dinjatakan dengan undang-undang itu oleh Pemerintah 
dengan amanat P,residen disampaikan kepada suatu Badan 
bernama Madjelis Perubahan Undang-undang Dasar, jang 
terdiri dari Anggau ta-anggauta Dewan Perwakilan Rakjat 
Sementa'ra dan Anggau ta-anggauta Komite Nasional Pusat 
jang tidak mendjadi Anggau ta-anggauta Dewan Perwakilan' 
Rakjat Seraentara. Ketua dan Wakil-Kctua Dewan 
Perwakilan. Rakjat Sementara mendjadi Ketua dan 
Wakil-Ketua Madjelis Perubahan Undang-undang Dasar* 

/ 

Jang ditetapkan dalara pasal 66, 72, 74, 75, 91, 92 dan 
94 berlaku deWikian djuga bagi Madjelis Per«^han 



Uiv3ang-^undaxig Da^ar* 

Pemerintali harus dengan segera mengesahkan rantjangan 

perubalian Undang-undang Dasar jang telah diterima oleh 

\ 

Mai,djelis Perubahan Undang-undang Dasar. 

Pa sal 141 

Dengan tidak mengurangi ke tentuan-ketentuan umum tentang 
membentuk dan raengundangkan undang-undang, raaka 
perubahan^perubahan dalara Undang-undang Dasar. diuraumkan 
oleh Pemerintah de%an keluhuran. 

Naskah Undang-undang Dasar jang diubah itu diuinuinkan 
sekali lagi oleh Pemerintah setelah, s^kadar perlu, 
bab-babnja, bagian-bagian tiap-tiap bab dan ^asal- 
pasalnja diberi nomor berturut dan peflund jukan- 
penund jukanHjd diubali. * 

Alat-alat perl,en^kapan berkuasa jang siida^h ada dan 
peraturan-peraturan serta keputusan-keputusan jang / 
berlaku pada saat suatu perubaiian dalam Unda^-undang - 
Dasar mulai bexlaku ^ dilandjutkan sampai digantr'i dengan 
jang lain menurut Undang-rundang Dasar, ke t juaii d jika 
meland jutka'nnja itu berl'awa^nan^^dengan ketentuan- 
ketentuan -baru dalam U nd a tig- und a ng Dasar jang tidak, 

" « '• ■ * ' • , • 



raemerlukan peraturan undang-undang atau ^tindakan- ^ 
tindakan penglaksanaan jang iebih land jut. 

Bagian II 
KBTBNTXIAN-KBTBNTUAN PBRALIHAN 
Pasal 142 

Peraturan- peraturan undang-u«dang dan ketentuan- 
ketentuan tata-usaha jang sudah ada pada tanggal 17 Agustus 
1945, tetap berlaku dengan tidak berubah. seba^ai peraturan- 
peraturan dan ke tentuari-ke tentuan Republic Indonesia, 
sendiriy selama dan sekedar peraturan- peraturan dan 
ketentuan-ke tentuan itu tidak d it jabut, ditambali atau 
diubab. oleh undang-undang dan ketentuan-ke tentuan tata- 
usaha atas kuasa Undang-undang Dasar ini.. 

Pasal . 143 

Sekadar hal itu belum ternjata dari ketentuan- 
ke tentuan Undang-undang DasanT^ni, maka undang-undang 
menentukan alat-alat perlerigkapan Republik Indonesia jang 
raana akan mendjalankan tugas dan kekuasaan alat-alat 
perlengkapan jang mendjalankan tugas dan kekuasaan itu 
sebelura tanggal 17 Agustus 1950 , ja*ni atas dasar 
peritndang-undangan jang raasih tetap berlaku karena 
pasal 142. 
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Pasal 144 

Sarabil menunggu peraturan kewarga-negaraan dengan 
undang-undang jang tersebut dalam pasal 5 ajat 1, maka jang 
sudah mendjadi warganegara Republik Indonesia ialah mereka 
jang menumt atau berdasar atas Persetudjuan perihal 
pembagian warganegara jang dilarapirkan kepada Perse tudjuan 
Perpindahan memperoleh kebangsaan Indonesia, dan mereka 
jang kebangsaannja tidak ditetapkan oieh Persetudjuan 
tersebut, jang pada tanggal 27 Desember 1949 sudah mendjadi 
warganegara Indonesia menu rut petundang-undangan Republik 
Indonesia jang ber^'^ku pada tanggal tersebut.' 

Bagian III 
KBTBNTUAN PBNUrUP ■ ' 

♦ 

Pasal' 145 v 

Segera sesudah Undang-undang Dasar ini mulai berlaku, 
Pemerintah mewadjibkaja'satu atau beberapa panitya jang 
diangkatnja, untuk mend jalankan tugas se sua i dengan 
petund juk-petu:^ juknja , bekerdja mengichtiarkan, supaja 
pad^ umumnja sekalian perundang-undangan jang sudah ada 

< 

pada saat tersebut disesuaikan kepada Undang-undang DaSar. 

94 
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Pasal 146 



Segera sesudah Unda.ng-undang . Dasar ' berlaku Pemerintah 
mewudjudkan peinbentukan aparatur Negara ja«g bulat untuk 
melaksanakan- pokok-pokok dari Undang-undang Dasar jang 
merupakan djiwa perdjuangan nasional dengan-d jalaQ menjusun 
kembali tenaga- tenaga jang ada. 



PASAL II 

1. Undang-undang Dasar Setnentara Republik Indonesia ini 
' mulai berlaku pada hari tanggal 17 Agustus 19 50. , 

iO 2. Djikal*au dan sekadar sebelum saat jang tersebut dalam . 

ajat 1 sudah dilakukan tindakan-tindakan untuk merabentuk 
alat-alat perlengkapan Repliblik Indonesia, sekaliaxinja 
atas dasar ketentuan-ke tentuan Undang-undang Da saf ini, 
maka ketentuan-ketentuan itu berlaku surut sampai pada 

15 hari tindakan-tindakan ber3angkutan dilakukan. 
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- ' Agar -supaja setiap orang dapat menge ta'huinja , 
memerintahkan pengurauraan undang-undang ini denga'n 
penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia 
SerikVt. 



Disahkan di Djakarta 
pada- tanggal 15 Agustus 1^0 
Presiden Rei^ublik Indc?hesia Serikat 
SOBKARNQ 



DiuMtBhkan di Djakarta 
pada tanggal 15 Agustus 1950 
> vMen®ri Kehakiman 
S 0 B P O M 0 




Perdana Menteri 
MOHAMMAD HATTA 

Menteri Kehakima 
SO^PCMO 
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